







2.1 KONSEP MONITORING 
2.1.1 Pengertian Monitoring 
Monitoring (pengawasan) merupakan suatu kegiatan yang bertujuan  untuk 
memberikan beberapa informasi mengenai  sebab  akibat dari suatu kebijakan yang 
difokuskan dengan  kegiatan yang sedang dilakukan (Kementerian Kesehatan RI, 
2017). Menurut Siagian (2014) monitoring (pengawasan) juga didefinisikan sebagai 
proses pengamatan dari pada suatu pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 
menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan 
rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Rohmat, dkk,.  2018). Pengawasan adalah 
suatu kegiatan yang bersifat sistematik sebagai pedoman dalam menentukan standar 
pelaksanaan  dengan perencanaan sistem informasi yang memberikan umpan balik, 
membandingkan kegiatan yang dilakukan  berdasarkan  standar yang telah ditetapkan 
sebelumnya, mencatat  dan mengukur kesalahan- kesalahan, serta mengambil 
tindakan koreksi sesuai dengan yang  diperlukan (Mutakallim, 2016).  
Pengawasan adalah suatu kegiatan yang bertujuan agar supaya suatu pekerjaan 
dapat berjalan sesuai dengan rencana yang di tentukan  dan  mendapatkan hasil yang 
diharapakan (Japeri et al., 2016). Konsep teori yang dikembangkan oleh G.R Terry 
menyatakan bahwa pengawasan itu menentukan apa yang telah dicapai. Artinya 
menilai hasil pekerjaan dan apabila perlu untuk mengadakan tindakan-tindakan 
perbaikan sedemikian rupa, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah 




2.1.2 Tahapan Monitoring (Pengawasan) 
Menurut Mutakallim (2016) tahapan monitoring di bedakan menjadi empat 
tahapan, yaitu : 
1. Adanya standar pelaksanaan, yang di gunakan sebagai acuan  dalam proses 
pengawasan yang dilakukan oleh manajer sehingga,  mempunyai standard yang jelas. 
2. Menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dengan mengukur kinerja 
pegawai, kemampuan pegawai dalam menerapkan perencanaan yang telah di 
tentukan, sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang optimal. 
3. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang sudah di tentukan  
kemudian melakukan menganalisa terkait penyimpangan (ketidaksesuaian). 
4. Melakukan tindakan koreksi, dengan cara memberikan tindakan  perbaikan 
apabila di temukan penyimpangan. 
Menurut Kemenkes (2017) tahapan dari monitoring (pengawasan) yaitu : 
1. Tahap Perencanaan : Melakukan identifikasi hal-hal yang akan dievaluasi 
dengan menggunakan standart yang sesuaikan dengan program. 
2. Tahap Pelaksanaan : pada tahap ini monitoring di gunakan untuk mengukur 
ketepatan dan tingkat pencapaian dari sebuah pelaksanaan program yang 
sedang dilakukan dengan menggunakan standar yang telah di tentukan pada 
tahap perencanaan. 
3. Tahap Pelaporan, pada tahap ketiga ini kegiatan dari sebuah perogram tersebut 
sudah memenuhi standar yang sudah di tentukan. 
4. Tindak Lanjut, dalam hal ini hal hal yang tidak sesuai tersebut ditindak lanjuti 




2.1.3 Jenis-Jenis Monitoring (Pengawasan) 
Menurut Mutakallim (2016 ) pengawasan di bagi menjadi beberapa jenis, yaitu : 
1. Pengawasan Intern dan Ekstern 
Pengawasan Intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh sesorang 
yang berada dalam lingkungan unit organisasi terkait . Pengawasan Ekstern 
adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada diluar 
organisasi yang diawasi. 
2. Pengawasan Preventif dan Represif 
Pengawasan preventif  didefinisikan  sebagai pengawasan yang dilakukan pada 
suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah 
terjadinya penyimpangan diawal . Pengawasan Represif yaitu pengawasan yang 
dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. 
3. Pengawasan Aktif dan Pasif 
Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan 
berlangsung, sedangkan pengawasan pasif dilakukan melalui peneltian dan 
pengujian. 
 
2.1.4 Tipe-Tipe Monitoring 
Menurut Mutakallim (2016) Pengawasan di kelompokkan menjadi tiga tipe 
yaitu : 
1. Pengawasan Pendahuluan (Preliminary control) 
Pengawasan pendahuluan adalah pengawasan yang dilakukan sebelum 
dimulainya suatu pekerjaan. Pada tipe ini, pengawasan pendahuluan  berpusat 
dengan menghilangkan penyimpangan penting  pada pekerjaan yang diinginkan 
sebelum penyimpangan terjadi. 
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2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (Cocurrent Control) 
 Pengawasan yang terjadi ketika suatu pekerjaan dilaksanakan. Melakukan 
monitoring pekerjaan secara langsung yang bertujuan untuk memastikan bahwa 
sasara-sasaran telah di capai, pada proses ini para supervisor memberikan 
pengarahan terkait  pekerjaan pada bawahan mereka. 
3. Pengawasan Feed Back 
Pengawasan feed back adalah melakukan kegiatan pengukuran hasil dari 
suatu kegiatan yang telah dilakukan , denagn  mengukur penyimpangan yang 
mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar yang telah di tentukan.  
 
2.1.5 Sasaran Monitoring (Pengawasan) 
Sasaran dari monitoring (pengawasan) menurut Mutakallim (2016) adalah 
sebagai berikut : 
1. Dengan adanya pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan 
akan berjalan sesuai dengan standart yang telah di tentukan. 
2. Struktur serta hirarki dalam organisasi berjalan sesuai dengan pola yang telah 
ditentukan dalam rencana. 
3. Seseorang akan  ditempatkan sesuai dengan bakat,  keahlian, dan pendidikan 
serta pengalaman dan pengembangan ketrampilan bawahan akan di laksanakan 
secara berencana , continue, dan sistematis. 
4. Dengan adanya pengawasan diharapkan penggunaan alat-alat diusahakan 
sehemat mungkin. 
5. Dengan pengawasan sistem dan prosedur kerja tidak akan menyimpang dari 
kebijakan yang telah di tentukan . 
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6. Bahwa dengan pengawasan tidak akan  terjadi penyimpangan dan 
penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, dan kedudukan. 
 
2.1.6 Tujuan Monitoring (Pengawasan) 
Monitoring bertujuan untuk mengamati suatu kondisi sesuai dengan apa yang 
terjadi dan kemudian melakukan perbandingan dengan apa yang memang seharusnya 
terjadi yang dimaksdkan agar supaya dengan cepat memberikan pelaporan terkait 
kesalahan/penyimpangan kepada pemimpin sehingga dapat dilakukan korektif 
dengan baik(Rahman & Zulkarnaini, 2017). 
 
2.2 Konsep Evaluasi 
2.2.1. Pengertian Evaluasi 
Evaluasi  berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Menurut Riadi (2017) 
Evaluasi adalah suatu proses yang penting untuk dilakuakan guna mengetahui terkait 
tingkat target dari pencapaian kinerja untuk meningkatkan mutu dari sebuah 
organisasi. Evaluasi merupakan suatu proses yang bersifat  sistematis untuk 
menetapkan nilai tentang sesuatu hal, contoh objek, proses, kegiatan, hasil, dan 
tujuan. Evaluasi juga didefinisakan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk 
mengukur kefektifan dari sebuah sistem (Kemenkes, 2017). Evaluasi merupakan 
suatu kegiatan dengan tujuan  mencari informasi terkait suatu program dengan 
menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang 
diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah di tentukan (Dwiastuti et al., 2015). 
Evaluasi adalah suatu prosedur yang di gunakan untuk mengukur dan mengetahui  
suatu kegiatan yang dilakukan apakah sudah sesuai  dengan aturan-aturan yang telah 
di tetapkan (Muryadi. A. D, 2017). Menurut Djaali, Mulyono, dan Ramly (2000) 
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mengemukakan bahwa evaluasi adalah sebagai proses penilaian terhadap sesuatu 
berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dengan cara objektif (Muryadi. 
A. D, 2017). 
 
2.2.2. Tujuan Evaluasi 
Menurut Widodo (2015) mengemukakan bahwa tujuan dari Evaluasi adalah 
untuk mengetahui apakah tujuan dalam suatu kegiatan atau program yang telah 
ditetapkan dapat tercapai, untuk melakukan pengamatan secara objektif terhadap 
prilaku  dan untuk mengetahui kemampuan dan menetukan kelayakan, untuk 
memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang dilaksanakan (Sururama, 2019). 
Tujuan lain  dari evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat dari 
keberhasilan dan kegagalan pada suatu program serta memberikan masukan, ide, 
penyelesaian terkait permasalahan yang ada pada suatu kegiatan. Evaluasi sendiri 
memiliki keuntungan atau memberikan nilai positif dalam suatu program yaitu 
memiliki manfaat sebagai perbaikan suatu perencanaan, kebijakan, strategi, untuk 
pengambilan sebuah keputusan, mengendalikan suatu program, perbaikan input, 
output dan perbaikan suatu sistem (Dwiastuti et al., 2015). Evaluasi juga bertujuan 
untuk melakukan suatu penilaian adanya hambatan/ permasalahan dan kekurangan 
dalam menerapakan suatu kebijakan yang selanjutnya dijadikan suatu dasar dalam 
mengabangkan suatu kebijakan untuk menjadi lebih baik (Dakota et al., 2017). 
 
2.2.3. Model Evaluasi 
Ada beberapa Model Evaluasi yang di kembangakan oleh ahli dalam 




1. Discrepancy Model (Provus) 
Menurut Provus Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan 
antara standar yang sudah ditentukan dalam program kerja dengankinerja 
yang sesungguhnya. 
2. CIPP (Context, Input, Process dan Product)  Model (Daniel Stuffebeam’s) 
Evaluasi pada tahap ini merupakan evaluasi kontext yang digunakan untuk 
melakukan penilaian terkait permasalahan, kebutuhan untuk menetapkan 
tujuan. Jenis Evaluasi model CIPP memiliki sebuah konsep dimana tujuan 
dari evaluasi adalah bukan membuktikan melainkan untuk memperbaiki. 
Makna dari CIPP menurut Nana Sudjana dan Ibrahim (2004) (dalam Muryadi 
2017), yaitu : 
a. Context : suatu kondisi yang mempengaruhi suatu perencanaan dari 
sebuah program 
b. Input : Kualitas masukan yang membantu untuk menunjang tercapainya 
suatu program 
c. Process : Kegiatan waktu pelaksanaan program  serta penggunaan 
fasilitas yang sesuai. 
d. Product : Hasil yang didapat dari program tersebut. 
3. Responsive Evaluation Model ( Robert Stake’s) 
Pada Model ini Evaluasi merupakan pemberian makna dari berbagai 
pandangan orang- orang yang terlibat denga tujuan untuk memahami semua 
komponen program dari berbagi sudut pandang yang berbeda. Langkah- 
langkah kegiatan evaluasi terdiri dari Observasi, wawancara, pengumpulan 




4. Formativ-Sumatif Evaluation Model (Michael Scriven’s) 
Pada model ini evaluasi formativ bertujuan untuk mendapatkan informasi 
yang di gunakan untuk memperbaiki program. Evaluais ini dilakukan pada 
saat implementasi sedang berlangsung. Pada tahap ini, Evaluasi berperan aktif 
untuk membnatu dalam pengembangan program dengan memberikan umpan 
balik dan perhatian terhadap program. 
5. Measurement Model (Edward L. Thorndike dan Robert L. Ebel) 
Menurut ( Purwanto 2009 dalam Muryadi, 2017) Model ini memiliki 
beberapa ciri, diantaranya : 
a. Mementingkan pengukuran dalam proses evaluasi 
b. Evaluasi adalah pengukuran berbagai aspek tingkah laku untuk  melihat 
perbedaan sesorang atau kelompok. 
c. Alat evaluasi menggunakan tes tulis dalam bentuk ojektif 
d. Model ini mengembangkan alat-alat evaluasi yang baku 
6. Goal Free Evaluation Approach (Michael Scriven’s) 
Model ini bertujuan bahwa penilai melakukan penilaian dari berbagai sumber 
atau catatan yang kongkrit dan nyata.  
 
2.2.4. Kategori Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam suatu program dilakukan 
dengan cara memantau apa yang telah dicapai, apabila dalam proses pelaksanaannya 
terdapat kesalahan/ketidaksesuaian dengan acuan yang telah ditentukan, maka dapat 
dilakukan tindakan perbaikan. Menurut Hardlife dan Zhou (2013) sistem monitoring dan 
evaluasi merupakan satu kesatuan toolkit dari manajemen untuk melihat dampak dari 
sebuah program (Ariefni & Legowo, 2018). Menurut  Kusek dalam kajian literatur 
Legowo (2017) Sistem Monitoring dan evaluasi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu : 
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1. Implementation-focused Monitoring dan Evaluation System,  yaitu sistem yang  
berfokus pada kegiatan pelaksanaan dengan cara menilai seberapa 
baik/berhasil program itu dijalankan. 
2. Result Based Monitoring Evaluation System, sistem yang berpusat terhadap hasil, 
yaitu suatu alat untuk mengelola dan melacak sejauh mana keberhasilan 
program tersebut. 
Dari kedua sistem tersebut maka didapatkan Terminologi Monev sebagai 
berikut : 
1. Inputs (Masukan), Meliputi daya financial, SDM yang digunakan dalam suatu 
program 
2. Activities (kegiatan) 
3. Outputs (Keluaran), yakni efek langsung yang diakibatkan oleh program 
4. Outcames (Hasil) : Efek peralihan dari output, cotohnya :adanya perubahan 
dalam bidang pengetahuan, sikap dan prilaku 
5. Impacts(Dampak) yaitu efek jangka panjang yang diakibatkan oleh sebuah 
program (Ariefni & Legowo, 2018). 
 
2.3 Konsep Penilaian 
2.3.1 Pengertian Penilaian 
Penilaian adalah proses menilai suatu kegiatan yang sedang dilakukan atau 
akan dilakukan dengan melakukan tindak lanjut setelah melakukan penilaian (Munir, 
2019).  Menurut Sani (2016) penilaian merupakan suatu upaya sistematik dan sistemik 
yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi atau data  yang valid dan 
reliabel yang di gunakan sebagai dasar pertimbanga nuntuk  mengambil  keputusan  
dalam suatu program pendidikan (Ermawati, 2017). Menurut Kumano (2001) 
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Penilaian juga didefinisikan sebagai serangkaian proses pengumpulan data yang 
bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat dari perkembangan belajar peserta didik 
(Ermawati, 2017). 
Menurut Griffin & Nix (1991) Penilaian merupakan suatu pernyataan yang 
didasarkan pada sejumlah fakta, data yang valid yang digunakan  untuk menjelaskan 
karakteristik seseorang atau sesuatu. Penilaian juga di definisikan sebagai istilah 
umum yang mencakup semua metode yang digunakan untuk melakukan penilaian 
terhadap cara kerja individu atau pun kelompok ( Wahyono. H, 2017). 
 
2.3.2 Prinsip- Prinsip  Penilaian 
Menurut (Suwandi, 2010 dalam Wahyono. H, 2017) prinsip-prinsip dari 
penilaian meliputi : 
1. Valid, artinya penilaian harus mengukur apa yang harus diukur 
2. Mendidik, Penilaian harus memberikan hal yang positif 
3. Objektif, artinya penilaian harus berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang 
jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. 
4. Adil, artinya penilaian tidak memberikan keuntungan/kerugian, tidak 
membedakan latar belakang, sosial dan ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku 
bangsa dan gender. 
5. Terbuka, yaitu dalam melakukan prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan 
dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh yang berkepentingan. 
6. Menyeluruh dan berkesinambungan, artinya penilaian terdiri dari semua aspek 
kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai. 




8. Akuntabel, yaitu penilaian harus dapat dipetanggungjawabakan, dari segi 
prosedur teknik dan hasil. 
 
2.3.3 Ruang Lingkup Penilaian 
Menurut  Malayau S. P Hasibuan  dalam (Munir, 2019)  Ruang lingkup 
Penilaian terdiri dari : 
1. What, Yaitu hal apa yang dinilai misalnya terkait prilaku saat bekerja, kejujuran, 
kedisiplinan, kerja sama, kepemimpinan, loyalitas dalam bekerja, tanggung 
jawab. 
2. Why, Yaitu alasan kenapa harus dinilai, ada beberapa alasan seperti untuk 
membantu meningkatkan kualitas kerja sesorang, membantu memelihara 
potensi kerja terhindar dari bahaya, mengukiur kemampuan pekerja. 
3. Where, Yaitu tempat dimana penilaian ini harus dilakukan. Artinya saat 
penilaiana itu dilakukan dalam lingkungan kerja maka prosesnya dilakuakn 
secara sitematis dan formal, sedang diluar pekerjaan penilaian bisa dilakukan 
secara formal ataupun informal. 
4. When, waktu kapan penilaian dilakukan. 
5. Who, Siapa yang akan dinilai, Seluruh tenaga kerja yang tergabung dalam sebuah 
organisasi dan melakukan pekerjaannya. Dan yang melakukan penilaian adalah 
atasan, manajer, atau tim khusus yang dibentuk dalam melakukan penilaian di 
suatu organisasi. 
6. How, Bagaimana cara melakukan penilaian, dalam point ini lebih di fokuskan 
terhadap metode/ tekhnik penilaian yang di gunakan serta dikaitkan dengan 




2.3.4 Standar Penilaian 
Menurut Munir (2019), ada empat point dalam menentukan standar penilaian 
yang harus diperhatikan, yaitu 
1. Validity, merupakan keabsahan standar yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan 
2. Agreement, merupakan persetujuan yang artinya penilaian tersebut telah 
disepakakit oleh semua tenaga kerja yang akan dinilai. 
3. Realism, penilaian tersebut berbentuk realistis, dapat di lakukan oleh karyawan 
dan sesuai dengan kemampuan karyawan. 
4. Objectivity, penilaian bersifat objektif artimya bersifat adil, mencerminkan 
kondisi sesuai dengan keadaan tanpa adanya pengaruh dari luar. 
 
2.4 Konsep Alat Pelindung Diri (APD) 
2.4.1 Pengertian APD 
Meurut Permenakertrans PER.08/MEN/VII/2010, Pasal 1 ayat 1Alat 
Pelindung Diri (APD) merupakan alat yang memiliki kemampuan untuk memberikan 
perlindungan terhadap seseorang dengan cara mengisolasi sebagian atau seluruh 
tubuh dari bahaya kecelakaan kerja (Novianto. D. N., 2015). Menurut Suma’mur 
(2009) APD adalah Suatu alat yang digunakan sebagai perlindungan diri terhadap 
adanya bahaya –bahaya yang di timbulkan dari kecelakaan kerja, artinya dengan 
menggunakan menggunakan APD dapat mengurangi tingkat keparahan dari kejadian 
kecelakaan kerja.Secara garis besar  kejadian kecelakaan kerja tidak dapat di kurangi 
ataupun dihilangkan dengan alat pelindung diri, Namun dengan menggunakan APD 
maka dapat mengurangi jumlah kontak dengan bahaya kerja dengan cara menjadikan 




Menurut OSHA Alat pelindung diri (APD ) atau Personal protective equipment 
(PPE) di definisikan sebagai alat yang berfungsi  untuk melindungi pekerja dari luka , 
penyakit yang di sebabkan karena adanya kontak bahaya di tempat kerja baik dari segi 
biologis, kimia, Fisik, radiasi, elektrik, maupun mekanik (Fransiska, 2014) 
  Menurut Tarwaka (2008) Alat Pelindung Diri merupakan seperangkat alat 
keselamatan yang di gunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi  dirinya baik untuk 
seluruh tubuh atau sebagian dari adanya potensi bahaya lingkungan kerja terhadap 
kecelakaan dari penyakit  akibat kerja (Arpian, 2018). Alat Pelindung Diri (APD) 
merupakan semua peralatan yang digunakan seseorang di tempat kerja dan bertujuan 
untuk melindungi dari bahaya dan resiko kesehatan atau keselamatannya, misalnya 
memakai sarung tangan, kacamata, respirator, penutup telinga, topi, pelindung wajah 
(Balkhyour et al., 2019). 
 
2.4.2 Kriteria Alat Pelindung Diri 
Dalam penggunaan APD ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, 
diantaranya sebagai berikut : 
1. Alat Pelindung diri mampu memberikan perlindungan secara efektif terhadap 
pekerja dari potensi terjadinya bahaya kerja. 
2. Alat Pelindung Diri dapat digunakan senyaman mungkin, Ringan dan tidak 
menjai nenam pada pemakainya. 
3. Tidak menimbulkan gangguan  kepada pemakainya, baik dari  segi jenis, 
kenyamanan dan cara pemakaian. 
4. Mudah dipakai dan dilepas kembali. 
5. Tidak menganggu penglihatan  pendengaran dan pernapasan dan  kesehatan 
lainnya saat dipaki dalam waktu yang cukup lama. 
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6. Tidak mengurangai persepsi sensori dalam menerima tanda-tanda peringatan 
7. Tersedianya suku cadang alat pelindung diri sehingga mudah untuk didapat. 
(Dwiastuti et al., 2015) 
 
2.4.3 Undang-Undang Pengaturan Tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri 
Peraturan Perundang- undangan yang mengatur tentang kewajiban 
penggunaan APD meliputi sebagai berikut : 
1. Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 
a. Pasal 3 ayat 1 sub f 
Dengan peraturan perundang-undangan  ditetapkan syarat syarat keselamatan 
kerja untuk memberikan alat-alat perlindungan diri pada pekerja. 
b. Pasal 9 ayat 1 
Pengurus di wajibkan untuk menunjukkan dan menjelaskan pada tiap 
tenaga kerja baru tentang APD 
c. Pasal 12 sub b 
Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenag 
kerja untuk memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan. 
d. Pasal 13 
Barang siapa yang memasuki sesuatu tempat kerja diwajibkan mentaati 
semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat alat perlindungan diri. 
e. Pasal 14 sub c 
Pengurus di wajibkan menyediakan secara cuma-Cuma, semua alat 
perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah 
pimpinannya dan menyediakan bagi setiap oramg lain yang memasuki 
tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan 
menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. 
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2. Permenakertrans No. PER-01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melaporkan 
Penyakit Akibat Kerja. Menurut pasal 4 ayat (3) Kewajiban pengurus 
menyediakan APD dan wajib bagi tenaga kerja menggunakannya untuk 
pencegahan Penyakit Akibat Kerja. 
3. Permenakertrans No. PER-08/MEN/VII/2010 tentang APD  
Pasal 2  yang berbunyi : Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau 
buruh di tempat kerja yang diberikan secra cuma-cuma danharus sesua 
Standart Nasional Indonesia (SNI).  
 
2.4.4 Macam- Macam Alat Pelindung Diri 
 
   Gambar 2. 1 Alat Pelindung Diri (APD) 
Jenis- Jenis APD Menurut Perdalin (2011) meliputi : 
1. Sarung tangan /Gloves 
Terdiri dari tiga jenis sarung tangan yaitu 
a. Sarung tangan bedah (steril), di gunakan saat melakukan tindakan 
invasif 
b. Sarung tangan bersih, digunakan untuk melindungi petugas saat 
memberikan pelayanan (pemeriksaan) kesehatan. 
c. Sarung tangan rumah tangga, digunakan untuk memproses peralatan, 
menangani bahan-bahan terkontaminasi dan membersihkan 




Gambar 2. 2 Pemasangan Sarung Tangan 
2. Alat Pelindung muka / Face Shield /Face mask 
Digunakan untuk melindungi wajah dan membran mukosa mulut dari 
percikan darah atau cairan tubuh pasien. Masker dibagi menjadi tiga, yaitu 
a. Masker bedah, untuk tindakan bedah atau mencegah penularan secara droplet 
b. Masker Respiratorik, Untuk mencegah penularan melalui airbone. 
c. Masker Rumah tangga yang digunakan dibagian gizi 
 
Gambar 2. 3 Memakai Masker 
 




3. Gaun Pelindung 
Gaun pelindung berfungsi untuk melindungi petugas kesehatan dari 
paparan, percikan cairan tubuh, sekresi, ekskresi . gaun pelindung terdiri 
dari empat macam yaitu: Gaun pelindung tidak kedap air, Gaun 
pelindung kedap air, gau steril, gaun non steril. 
 
Gambar 2. 5 Gaun Pelindung 
4. Pelindung wajah/ Google 
Untukmelindungi mata dan wajah dari percikan darah, cairan tubuh, 
sekresi dan eksresi. 
 Alat ini dipakai pada saat tindakan operasi, pertolongan persalinan dan 
tindakan persalinan, tindakan perawatan gigi dan mulut, pencampuran B3 cair, 
penanganan linen terkontaminasidi laundry, di ruang dekontaminasi CSSD. 
  
Gambar 2. 6 Memakai Google 
   
Gambar 2. 7 Penutup Wajah 
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5. Sepatu Pelindung 
Untuk Melindungi  kaki Petugas dari tumpahan atau percikan darah dan 
mencegah terjadinya adanya tusukan benda tajam. Jenis dari sepatu 
pelindung yaitu seperti sepatu boot (sepatu yang menutup semua permukaan 
kaki). Indikasi pemakain sepatu pelindung : Penanganan Pemulasaran 
jenazah penanganan limbah, Pertolongan persalinan, Tindakan Operasi, 
Pencucian peralatan ruang gizi, Ruang dekontaminasi CSSD. 
 
Gambar 2. 8 Sepatu boot 
6. Topi Pelindung 
Berfungsi untuk mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut 
dan kulit kepala petugas terhadap alat-alat dan juga melindungu rambut / 
kepala petugas dari percikan darah pasien. 
 
Gambar 2. 9 Topi Pelindung 
 
2.4.5 Alat Perlindungan Diri Untuk Penanganan COVID- 19 
Menurut Kemenkes (2020) rekomendasi APD berdasarkan tingkat 
perlindungan adalah pada tabel sebagai berikut :  
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Tabel 2. 1 Alat Perlindungan Diri Untuk Penanganan Covid-19 
Tingkat 
perlindungan 





dan Perawat  
Triase sebelum 
pemeriksaan , 
bagian rawat Jalan 
umum 
- Masker Bedah 3 ply 





















ODP dan PDP 
COVID-19 
- Masker bedah 3 ply 
- Gown (resiko percikan 
cairan tubuh) 
- Sarung tangan  
- Google/ Fcae shield 
- Had Cup 
 
- Masker Bedah 3 ply 
- Gown 
- Hand glove 
- Google/ Face shield 
- Headcup 
 
- Masker bedah 3 ply 
- Gown 
- Handglove 











Ruang Prosedur  
dan tindakan 
Operasi pada pasien 
















pada pasien ODP 
dan confirm 
COVID- 19 
- Masker N95 
- Cover all 
- Boots/ sepatu karet 
dengan pelindung 
sepatu 
- Pelindung mata 





- Masker N95 
- Coverall 
- Pelindung mata 








2.4.6 Pemakaian dan Pelepasan APD Pada Saat Menangani Pasien 
Terkonfirmasi COVID-19 
1. Cara Pemakaian APD 
Sebelum melakukan Pemakaian APD ada beberapa hal yang harus di 
perhatikan yaitu : Menggunakan baju kerja(tindakan), melepaskan seluruh 
perhiasan/ aksesories, melakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah 
menggunakan APD, menggunakan APD mulai dari anteroom, dan melepas 
APD  di antero room, mandi setelah menggunakan APD.  
Langkah-langkah Pemakaian  APDGown/ Gaun dan Cover all 
a. Petugas kesehatan memakai scrub suit di ruang ganti dan selanjutnya 
masuk ke antero room.  
b. Pastikan APD dalam kondisi baik dan tidak rusak 
c. Lakukan hand hyginedengan menggunakan sabun dan air mengalir atau 
menggunakan hand sanitaizer dengan cara  6 langkah cuci tangan. 
d. Gunakan sepatu boots (sepatu pelindung). Apabila petuga menggunakan 
sepatu kets atau sepatu tertutup maka menggunakan shoe covers dengan 
cara pelindung sepatu di gunakan di luar sepatu dan menutupi celana 
petugas, namu jika menggunakan cover all yang menutupi sampai sepatu, 
maka tidak perlu menggunakan pelindung sepatu. 
e. Gunakan gaun yang bersih untuk menutupi seluruh badan dengan cara 
memasukkan pada bagian leher kemudian mengikat tali ke belakang 
dengan baik, pastikan tali terikat dengan baik. 
f. Apabila menggunakan Coverall, maka pakailah coverall bersih dengan 
ketentuan zipper yang dilapisi dengan kain berada di bagian depan tubuh. 
Coverall menutupi, area kaki sampai leher dengan baik dengan cara 
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memasukkan bagian kaki terlebih dahulu, pasangan lengan dan 
selanjutnya merapatkan Coverall dengan menaikkan zipper sampai bagian 
leher, Hood ( Pelindung kepala) dari coverall biarkan terbuka pada bagian 
leher. 
g. Pasang masker bedah dengan cara meletakkan masker didepan area 
hidung dan mulutdengan disertai memegangkedua sisi tali selanjutnya tali 
di ikat ke belakang. (WHO merekomendasikan penggunaan masker 
bedah untuk melakukan perawatan pasien yang terindikasi COVID-19 
baik itu negative atau positive sedangkan masker N95 diindikasikan 
WHO untuk tenaga kesehatan yang akan melakukan tindakan yang 
menghasilkan aerosol pada seperti intubasi trakea, ventilasi  non invasive, 
RJP, pemeriksaan hidung, mulut dan gigi serta pengambilan swab). 
h.  Untuk penggunaan masker N95 yaitu dengan cara menakupkan telapak 
tangan  didepan masker N95 selanjutnya meletakkan di depan hidung 
dan mulur serta dagu. Menarik tali pertama ke bagian atas kepala dan 
tarik tali ke bagian belakang  kepala. Pastikan segel masker kuat agar 
menutup dengan rapat. Lakukan uji fit test dengan cara tarik nafas yang 
akan menimbulkan masker N95 mengempis, selanjutnya tiup masker dan 
rasakan adanya aliran udara didalam masker. (CDC  mengindikasikan 
masker N95 sebagai preferred, sedangkan masker bedah sebagai accetable 
alternative bagi pasien positive atau negativ COVID-19). 
i. Memasang goggles (Pelindung mata) dengan rapat sampai menutupi mata. 
( Jika tenaga kesehatan akan melakukan tindakan aerosol bisa 
menambahkan face shield setelah pemakain pelindung kepala). 
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j. Pasang  pelindung kepala dan pastikan menutrupi seluruh bagian kepala 
dan telingna dengan baik. 
k. Pasang sarung tangan dan pastikan menutupi lengan gaun. 
l. Petugas siap untuk masuk ke ruangan perawatan pasien COVID19. 
2. Cara Pelepasan APD 
 Dalam melakukan Pelepasan APD, harus di lakukan dengan seksama, 
dan benaragar tidak terjadi kontaminasi pada diri sendiri, dan menyebarkan 
infesi pada lingkungan sekitar. Langkah-langkah Pelepasan APD dengan 
menggunakan Gaun (Gown). 
a. Petugas kesehtan berada di area kotor. 
b. Petugas melepaskan sarung tangan dengan mencubit sedikit bagian luar 
sambil  menarik untuk diarahkan kedepan lalu lipat pada bagian ujung 
dalam sarung tangan dan  lakukan pada tangan berikutnya, kemudian 
secara bersamaan lepaskan dan masukkan ke dalam tempat sampah 
infeksius. 
c. Bukan gown perlahan pakaian petugaslalu masukkaan diikuti membuka tali 
bagian belakang dan robek bagian belakang leher lalu tangan memegang 
sisi bagian dalam gown lipat bagian luar ke dalam, pastikan tidak 
menyentuh bjau petugas lalu masukkan  kedalam sampah infeksius. 
d. Desinfeksi tangan dengan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. 
e. Buka Pelindung kepala dengan memasukkantangan ke sisi dala disertai 
melipat ke arah dalam di mulai dari  pelindung kepala belakang sambil di 
lipat ke arah dalam dan perlahan menunu bagian depan, dan segera bunag 
ketempat sampah infeksius. ( Apabila petugas menggunanakan Face 
shield, maka buka face shield perlahan dengan memegang bagian belakang 
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lalu lepasakan perlahan dan buang  di tempat samapah infeksius. Dan 
lakukan desinfeksi sebelum membuka goggles. 
f. Buka goggles (pelindung mata) dengam menundukkan sedikit  kepala. 
Pegang sisi kiri- kanan goggles bersamaan, buka perlahan  menjauhi wajah 
petugas dan buang ke dalam kotak tertutup. 
g. Lakukan desinfeksi tangan dengan hand sanitizer menggunakan 6 langkah. 
h. Buka pelindung sepatu dengan cara memegang sisi bagian dalam dimulai 
dari sepatu bagian belakan dan lipat ke arah dalam dan perlahan menuju 
bagian depan . pertahan tangan bagian dalam pelindung sepatu , segara 
masukkan ketempat sampah infeksius 
i. Desinfeksi tangan dengan hand sanitizer menggunakan 6 langkah. 
j. Lepaskan masker bedah, tarik tali masker bedah perlahan lalu masukkan 
ke tempat sampah infeksius. ( Apabila menggunakan masker N95, buka 
masker N95 dengan menunduk ke bawah sedikit lalu tarik keluar tali 
bagian belakang kepala, kemudian tarik tali bagian atas kepala dan pegang 
talinya dan masukkan ke tempat sampah infeksius). 
k. Buka scrub suit dan anjurkan petugas segera mandi dan selanjutnya 
memakai baju biasa. 
Untuk pelepasan APD menggunakan Coverall, adalah sebagai berikut ; 
a. Petugas kesehatan berada di area kotor 
b. Buka Hood ( pelindung coverall) dengan cara :membuka pelindungkepal 
mulai dari sisi kepala, depan dan perlahan menunjubagian abelakang 
kepala samapi terbuka. 
c. Buka Coverall perlahan diawali dengan membukan zipper dari atas ke 
bawah lalu tangan memegang sisi dalam bagian depan coverall dan 
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prlahan membuka dari bagian depan, lengan dan perlahan membukan 
sarung tangan dilanjutkan membuka area kaki dencan cara melipat bagian 
luar kedalam dan usahakan saat membuka cover all dengan posisi menjauh 
dari tubuh dan coverall di masukkan ke tempat sampah infeksius. 
d. Lakukan desinfeksi tangan 6 langkah  dengan  menggunakan hand 
sanitizer.  
e.  Buka goggles (pelindung mata) dengam menundukkan sedikit  kepala. 
Pegang sisi kiri- kanan goggles bersamaan, buka perlahan menjauhi wajah 
petugas dan buang ke dalam kotak tertutup. 
f. Lepaskan masker bedah, tarik tali masker bedah perlahan lalu masukkan 
ke tempat sampah infeksius. ( Apabila menggunakan masker N95, buka 
masker N95 dengan menunduk ke bawah sedikit lalu tarik keluar tali 
bagian belakang kepala, kemudian tarik tali bagian atas kepala dan pegang 
talinya dan masukkan ke tempat sampah infeksius). 
g. Lakukan desinfeksi tangan 6 langkah  dengan  menggunakan hand sanitizer.  
h. Buka scrub suit dan anjurkan petugas segera mandi dan selanjutnya 
memakai baju biasa. 
 
2.4.7 Pelaksanaan sistem Monitoring,  Evaluasi dan Penilaian  Penggunaan 
Alat Pelindung Diri 
Penggunaan Alat pelindung diri merupakan salah satu  bentuk kewaspadaan 
standart dan merupakan salah satu program PPI (pencegahan dan pengendali infeksi). 
Dalam proses pelaksanaannya di perlukan monitoring dan evaluasi serta penilaian terkait 
program tersebut. Mekanisme monitoring dan evaluasi dalam pencegahan dan 
pengendalian infeksi merupakan kegiatan yang  termasuk acuan dalam Permenkes RI 
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No. 27 tahun 2017. Monitoring dan evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 
untuk memastikan bahwa suatu kegiatan dilakukan sesuai pada jalur,  pedoman, dan 
perencanaan yang bertujuan untuk mengendalikan program tersebut, selain itu untuk 
memberikan informasi kepada pengelola program terkait hambatan dan terjadinya 
penyimpangan yang terjadi dalam melakukan evalusasi.  
Penilaian merupakan proses untuk mengetahui suatu kegiatan, proses kegiatan 
dari suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang di tentukan. Dalam 
program PPI monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan terkait 
pelaksanaan  dan kepatuhan penerapan program PPI khususnya dalam hal pemakaian 
alat pelindung diri.  Penilaian dalam APD merupakan suatu kegiatan untuk menilai tepat 
tidaknya petugas kesehatan dalam menggunakan APD sesuai dengan resiko terjadinya 
pajanan. Semua kegiatan terkait monitoring, evaluasi dan penilaiain terkait pelaksanaan 
penggunaan APD dilakukan oleh Tim PPI/ Komite PPI. 
 
2.4.8 Pengertian PPI (Pencegahan dan Pengendali Infeksi) 
PPI merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan 
menurunkan resiko terjadinya infeksi yang didapatkan dapatkan dan ditularkan 
diantara pasien, staf, tenaga profesional kesehatan, mahasiswa, dan pengunjung.  
Dalam menjalankan tugasnya PPI mempunyai struktur organisasi yang masing 
masing anggotanya memiliki tugas masing masing. Struktur Organisasi PPI terdiri 
dari Direktur,  Ketua Komite PPI, Sekretaris,  IPCN, IPCD,  IPCLN, dan Anggota.  
Pedoman PPI di dalam fasilitas kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan di fasilitas kesehatan, agar dapat melindungi sumber daya manusia, pasien 
dam masyarakat daari penyakit infeksi yang terkait degan pelayanan kesehatan. 
(SNARS Jilid I, 2017). 
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2.4.9 Tujuan Pencegahan dan Pengendali Infeksi (PPI) 
Secara umum PPI dalam pelayanan di fsilitas kesehatan bertujuan untuk 
meningkatakan mutu dan kualitas pelayanana kesehatan didalam suatu fasilotas 
kesehatan sehingga mewujudkan patient safety, SDM dan lingkungan sekitar dari 
penyakit infeksi akibat pelayanan kesehatan sehinggan berdampak pada efsiensi 
terhadap manjemen fasilitas kesehatan dan tentunya kualitas pelayanan. 
 
2.4.10 Tugas Anggota PPI (Pencegahan dan Pengendali Infeksi) 
Uraian tugas anggota PPI Meliputi : 
1. Tugas Ketua Komite 
Untuk menjadi ketua Komite PPI harus mempunyai kriteria : Dokter 
yang mempunyai minat dalam program PPI dan pernah mengikuti 
pelatihan dasar PPI. 
Tugas dari Ketua Komite PPI meliput: 
a. Bertanggung jawab atas terselenggaranya dan evaluasi program PPI 
b. Bertanggung jawab terakit penyusunan rencana strategis program PPI 
c. Bertanggung jawab terkait penyusunan program Managerial dan 
pedoman PPI 
d. Bertanggung jawa atas tersedianya  SPO PPI 
e. Menyusun, menetapakan serata mengevaluasi kebijakan PPI 
f. Memberikan penyuluhan tentang KLB infeksi di Rumah sakit 
g. Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan PPI 
h. Menyelenggarakan pengadaan alat dan bahan terkait dengan PPI 
i. Melaporkan kegaitan Komite PPI pada direktur. 
j. Bekerja sama dengan  Tim anggota PPI yang langsung terjuan ke 
lapangan untuk mengetahuan keadaan lapangan secara langsung. 
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2. Tugas IPCN ( Infection  Prevention Control Nurse) 
Ada beberapa Kriteria untuk Menjadi IPCN yaitu : Perawat dengan 
pendidikan minimal Diploma III Keperawatan, mempunyai minat PPI, 
mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar PPI dan IPCN, Bekerja Purna 
waktu, memiliki kemampuan sebagai leadership dan inovatif 
Tugas IPCN meliputi : 
a. Mengawasi dan supervisi semua kegiatan pencegahan dan pegendalian 
infeksi 
b. Melakukakan koordinasi dengan Komite Komite PPI. 
c. Melaporkan hasil monitoring/ supervisi PPI kepada ketua Komite. 
d. Ikut serat dalam melakukan kegiatan mendeteksi dan investigasi KLB 
e. Mendesain, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaoprkan 
survailans infeksi yang terjadi pelayanan kesehatan bersama Tim PPI. 
f. Memberikan motivasi kepatuhan terkait pelaksanaan program PPI 
g. Sebagai koordinator antar departement dalam mendeteksi, mencegah 
dan mengendalikan infeksi di rumah sakit 
h. Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan., pasien , 
pengunjung tentang masalah infeksi yang sedang berkembang. 
3. Tugas IPLCN (Infectoin Prevention Control Link Nurse) 
IPCLN merupakan perawat pelaksana harian atau penghubung dengan 
IPCN dari tiap unit rawat inap/ pelayanan rumah sakit (Depkes dan 
Perdalin, 2008).  Kriteria untuk menjadi perawat IPCLN yaitu Perawat 
dengan pendidikan minimal Diploma 3, yang mempunyai minat dalam 




a. IPCLN sebagai perawat penghubung dengan IPCN/ perawat 
pelaksana harian 
b. Bertugas untuk mengisi dan mengumpulkan formulir survailance 
setiap pasien di unit raawat inap dan menyerahkannya kepada 
IPCN 
c. Memberikan motivasi dan teguran terkait pelaksanaan kepatuhan 
pencegahan dan pengendalian infeksi pada setiap personil di unit 
pmasing-masing. 
d. Memberikan informasi kepada IPCN jika ada kecurigaan 
terjadinya HAIs pada pasien. 
e. Melakukan koordinasi kepada IPCN apabila terjadi infeksi 
potensial KLB, melakukan peyuluhan pada pengunjung di ruang 
rawat inap, dan berkonsultasi terkait prosedur yang harus 
dijalankan . 
f. Memonitor kepatuhan petugas kesehatan dalam menjalankan 
standar isolasi. 
 
2.5 Konsep Prilaku 
2.5.1. Pengertian Prilaku 
Menurut Notoadmodjo (2010) Prilaku merupakan sebuah reaksi atau respon 
dari seseorang terkait adanya rangsangan yang dihasilkan dari faktor ekstern ataupun 
intern dalam diri seseorang (Dahyar, 2014). Menurut Notoadmodjo (2010) Teori 
Prilaku Meliputi:  
a. Teori Lawrence Green (1980). 
b. Menurut teori ini Prilaku di pengaruhi oleh tiga faktor yaitu, 
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1. Faktor Predisposisi (Predisposing Factor)  
Faktor predisposisi adalah Faktor yang mempermudah terkait 
terjadinya prilaku individu yang komponennya meliputi pengetahuan dan 
sikap, pendidikan, usia dan masa kerja terhadap suatu tindakan  
2. Faktor Pemungkin (enabling factors)  
Faktor pendukung merupakan faktor yang memberikan motivasi 
seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan yang tercermin 
dari segi lingkungan fisik, tersedianya fasilitas dan sarana kesehatan, 
kemudahan untuk mencapai fasilitas kesehatan, waktu dan tranportasi. 
3. Faktor Penguat (Reinforcing Faktor)  
Faktor pendukung merupakan faktor  yang dicerminkan  dari sikap, 
dukungan petugas kesehatan yang merupakan contoh dari prilaku masyarakat. 
yaitu terkaiit dengan faktor-faktor yang meliputi peraturan-peraturan, 
pengawasan, Undang-undang (Simanjuntak et al., 2016). 
b. Teori Gibson  
Menurut teori Gibson faktor-faktor yang mempengaruhi prilaku terbagi 
menjadi 3 faktor, yakni : faktor dari Individu sendiri (jenis kelamin, usia, etnis), 
faktor psikologis (kepribadian, persepsi, sikap, motivasi) pada jenis faktor ini  
banyak di pengaruhi oleh lingkungan, pengalam kerja sebelumnya, dan latar 
belakang keluarga, ketiga faktor organisasi (kepemimpinan, sarana/prasarana, 




2.6 Konsep  Kepatuhan Penggunaan APD 
2.6.1 Pengertian Kepatuhan 
Kepatuhan adalah berasal dari kata patuh yang artinya taat dan disiplin. 
Sedangkan menurut Myers (2014) kepatuhan di definisikan sebagai suatu perilaku 
sosial, yang mana seorang individu mematuhi dan mentaati permintaan orang lain 
untuk melakukan sesuatu atas dasar unsur otoritas. Sedangkan menurut Niven (2002) 
kepatuhan merupakan Sejauh mana prilaku seseorang sesuai dengan ketentuan. 
Menurut Pranoto ( 2007) bahwa kepatuhan adalah prilaku sesorang berdisiplin dan 
sesuai dengan aturan yang berlaku (Mahfudhoh, S. Rohmah, N.T., 2015). Menurut 
Albery & Marcus (2008) Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai bentuk respon 
terhadap adanya perimtah, keharusan, anjuran terhadap adanya perintah atau 
kewajiban terkait kegiatan yang harus ditaat. Ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan yaitu : masa kerja, latar belakang pendidikan , motivasi,  
kejelasan prosedur, fasilitas. (K. Menik, Arifianto, Kharisa.S. A., 2017). 
 
2.6.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) 
Tenaga kesehatan mempunyai peranan penting dalam  membantu proses 
penyembuhan pasien. Dalam prosesnya tenaga kesehatan harus memiliki tingkat 
pengetahuan yang tinggi, karena dengan modal dasar pengetahuan makan perawat 
memiliki modal dasar untuk melakukan tidakan keperawatan apa yang harus 
dilakukan kepada pasien. Dalam proses menangani pasien perawat harus patuh 
terhadap kebijakaan-kebijakan yang ada dengan tujuan untuk mempercepat proses 
penyembuhna pasien, salah satuya adalah kepatuhan penggunaan APD dalam proses 
menangani pasien. Penggunaan APD menjadi hal yang sangat penting, karena dengan 
menggunakan APD akan meminimalisir terkait terjadinya kecelakaan kerja. Oleh 
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karena itu seorang tenaga kesehatan di tuntut untuk menggunakan APD untuk 
mencegah dan mengendalikan terjadinya infeksi baik itu terhadap perawat maupun 
pasien dan lingkungan sekitar. Dalam proses penggunaan APD tidak semuanya 
digunakan secara besamaan tetapi tergantung jenis tindakan yang akan dilakukan. 
 
